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Abstrak— Politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan. Katakunci:

Berbagai kebijakan politik dibuat oleh pemerintah sebagai sosial media,
produk politik. Politik yang sehat selalu melibatkan masyarakat ~Pendidikan politik,
sebagai objek politik utamanya. Di era yang serba canggih saat Masyarakat

iqi proses keikutgertaan mgsyarakat dalam berpolitik dapat Histori-
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sampai kepada masyarakat dengan mudah. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui peranan sosial media dalam

memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Adapun

metode penelitian yang digunakan. adalah adalah metode

kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka.

Proses analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data,

display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil

penelitian menunjukan bahwa sosial media berperan secara

langsung dan positif dalam memberikan pendidikan politik

kepada masyarakat di Indonesia.
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PENDAHULUAN

Politik merupakan bagian penting peradaban manusia. Konon kegiatan berpolitik
sudah dilakukan sejak zaman para Nabi, bahkan jauh sebelum kota-kota tua
ditemukan dalam sejarah. Politik memegang peranan penting dalam tatanan
kehidupan, dimulai dari kehidupan bernegara, sampai dalam tataran kehidupan
yang paling sederhana, yaitu keluarga. Pentingnya politik dalam kehidupan, banyak
sekali tokoh yang membuat kajian politik. Banyak pula konsep-konsep politik yang
terus dikembangkan guna menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang dihadapi.
Pada masa kini, sebagaimana disadari bahwa zaman yang sedang dihadapi adalah
perkembangan teknologi informasi bersamaan dengan arus globalisasi yang tidak
bisa dibendung. Maka politik sebagai keyakinan tentang tatanan pola kehidupan
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yang ideal Budiardjo (2016) mencoba menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman
yang dihadapi. Konsep politik tidak lagi kaku terpaku pada satu ideologi saja, akan
tetapi turut serta dalam menentukan sikap demi menghadapi problematika politik
yang dihadapi sebagai tantangan zaman. Politik secara bertahap memasuki sendi-
sendi kehidupan manusia melalui berbagai media, teknologi, dan informasi. Politik
adalah seni dalam kehidupan yang tidak bisa serta merta dikuasai oleh seseorang
tanpa mempelajari dengan baik. Pembelajaran berpolitik ini kerap dipahami dengan
istilah pendidikan politik.

Selain bentuk sosialisasi politik, pendidikan politik juga diartikan sebagai
bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat (Damsar, 2010:181).
partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft (dalam partisipasi
politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan
pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi
proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih
pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.
Dari keseluruhan definisi pendidikan politik tersebut dapat diartikan sebagai usaha
yang sadar untuk memaknai proses sosialisasi di dalam masyarakat sehingga nilai—
nilai politik yang ada dalam suatu sistem pemerintahan ideal yang akan dibangun
dapat dipahami dengan baik, dimana akhirnya muncul pemahaman politik yang
ideal dan budaya politik baru yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu,
pendidikan politik juga dipahami sebagai kegiatan yang bertujuan untuk
membentuk nilai moral dan orientasi politik bagi individu. Pendidikan politik
diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab dan
berpartisipasi politik di negaranya dengan berbagai cara dan media yang digunakan.
Umumnya, media berpolitik pada era saat ini menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi yang ada.

Masyarakat menanggapi perkembangan teknologi sebagai media untuk
membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka yang juga terus berkembang.
Termasuk kebutuhan untuk mewujudkan kekuasaan. Perkembangan teknologi
secara umum memberi pengaruh di berbagai sendi kehidupan, antara lain adalah
perubahan, konflik, serta integrasi (Susanto, 2010). Pengaruh yang demikian besar
ini mendorong mobilitas manusia yang tidak terikat oleh ruang dan waktu (Lee
dalam Susanto, 2010). Dalam pandangan politik, perkembangan teknologi dapat
memudahkan dalam penyebaran informasi dan gambaran tertentu dari seluruh
kegiatan politik. Hal ini ditengarai dengan fakta bahwa perkembangan teknologi
informasi erat kaitannya dengan perkembangan media komunikasi, jaringan,
komputer, dan internet. Dengan memanfaatkan media komunikasi yang terhubung
dengan saluran internet, masyarakat bisa dengan mudah mengakses beragam
informasi politik yang ingin diketahui. Hakikat ilmu politik adalah kekuasaan.
Kekuasaan ini berupa proses pembuatan dan pelaksaan keputusan politik.
Keputusan politik selalu berkenaan dengan kepentingan publik. Hal ini disebabkan
karena keputusan politik secara umum meliputi dua hal utama, yaitu program
perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara (kebijakan umum), serta orang-
orang yang akan menyelenggarakan kebijakan umum (Surbakti, dalam Nasiwan,
2012).

Sosial media dimanfaatkan bagi politisi sebagai alat untuk membuat beberapa
pendekatan politik dalam masyarakat. Menurut Mirian Budiardjo (dalam Cholisin,
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2012) bahwa terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh orang yang ingin
mencapai kekuasaan dalam politik. Diantaranya adalah pendekatan tradisional,
pendekatan perilaku, pendekatan pasca-perilaku, dan pendekatan marxis.
Pendekatan tradisional dalam politik adalah dengan menempatkan sisi
konstitusional sebagai landasan utama dalam berpolitik. Dalam pendekatan
tradisional, politik diaplikasikan dengan memahami terlebih dahulu mengenai
definisi kekuasaan dan wewenang, hubungan formal dengan badan eksekutif, serta
struktur organisasi politik. Adapun pendekatan Perilaku berpusat kepada perilaku
perorangan, organisasi, kelompok, serta masyarakat politik. Bagian yang paling
menonjol dalam pendekatan perilaku adalah pandangannya tentang masyarakat.
Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, dan negara sebagai suatu
sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. Pendekatan pasca-perilaku
(post behavior) merupakan reaksi terhadap pendekatan perilaku yang dinilai kurang
fungsional. Pendekatan Marxis adalah keinginan membahas masalah-masalah
sosial dari perspektif holistik dan dialektis serta memberikan tekanan pada kegiatan
negara dan konflik kelas.

Berbicara tentang konsep politik tentu harus ditinjau kembali dari teori politik
yang digunakan sebagai pijakan dasarnya. Secara umum ada empat teori politik
yang secara umum dijadikan pijakan dalam pendekatan politik. Antara lain adalah
teori politik klasik, teori behavioralisme, teori kritis, dan teori politik Islam
(Nasiwan, 2012). Teori politik klasik lahir atas dasar pemikiran-pemikiran politik
oleh filsuf berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam politik, dimana titik
beratnya adalah moral, keadilan, kebijakan serta keseimbangan antara hak individu
dan kelompok. Tujuan dari teori politik klasik ini adalah adanya semangat rakyat
untuk menghasilkan sumber daya sebagai modal utama terlaksananya program
pemerintah demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Dalam nalar sederhana, penggunaan sosial media sebagai wahana untuk
kepentingan politik bertolak dari teori behavioralisme yang dikembangkan oleh
David Easton (Dalam Varma, 2010) yang mana dijelaskan bahwa tujuan ilmu
politik behavioral adalah untuk memahami dan menggambarkan berbagai
fenomena politik secara realistis. Dalam teori behavioral diyakini bahwa kegiatan
berpolitik masyarakat dilakukan atas dasar proses belajar, melalui mengalaman trial
and eror demi mengenali dan mewujudkan kebutuhan untuk mencapai
kebahagaiaan setinggi-tingginya. Easton (dalam Nasiwan, 2012) menitikberatkan
kepada tuntutan dan dukungan yang diberikan masyarakat sebagai dasar dari
kebijakan yang diambil dalam proses politik.

Dengan memahami teori behavior sebagai suatu pendekatan politik dalam
masyarakat artinya kegiatan politik yang berlangsung sangat terintegrasi dengan
kehidupan sehari-hari. Umpamanya dalam menggunakan media komunikasi.
Berangkat dari perkembangan teknologi saat ini, maka media komunikasi yang
digunakan dalam kehidupan sehari-hari pasti akan melibatkan teknologi juga.
Seluruh kehidupan masyarakat secara praktis beralih dengan memanfaatkan
teknologi yang ada. Politik yang merupakan kegiatan untuk mencapai kepentingan
pun dikemas menyesuaikan perkembangan teknologi. Penyampaian kegiatan
politik sangat kental dengan media komunikasi yang biasa digunakan oleh
masyarakat untuk menyampaikan pesan politik. Nurdin (2017) mengemukakan
setidaknya ada tiga jenis saluran komunikasi politik yang digunakan dalam
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masyarakat, yaitu media komunikasi massa, komunikasi interpersonal, dan
komunikasi organisasi.

Perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri membuat
penggunaan teknologi sebagai media komunikasi semakin masive. Menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil pendataan Survei Susenas 2022,
66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 dan 62,10 %
di tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan
informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan
perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di
Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun
2022 tercatat 67,88% penduduk di Indonesia telah memiliki telepon Seluler. Angka
ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai 65,87
% (BPS, 2022). Tingginya minta masyarakat pada penggunaan teknologi di
Indonesia, dimana dalam hal ini ditengarai oleh pesatnya perkembangan telepon
seluler, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan
teknologi informasi dalam meningkatkan pengetahuan politik warganegara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana peranan sosial media
dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat?.Tujuan penelitian ialah
mengeksplorasi peranan sosial media dalam memberikan pendidikan politik kepada
masyarakat. Manfaat teoretis ialah memberikan pemahaman yang lebih dalam
tentang peran sosial media dalam memberikan pendidikan politik. Manfaat praktis
memberikan panduan kepada pemerintah, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil
dalam penggunaan sosial media untuk menyampaikan pendidikan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan Naratif
atau Historis. Pendekatan Naratif atau historis merupakan suatu metode di dalam
penelitian ilmu sosial yang digunakan untuk memahami sebuah perspektif
berdasarkan kepada cerita-cerita (narasi) yang didengarkan/dituturkan (Fadli,
2021). Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik historiografi,
yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber tertulis, lalu
dilakukan reduksi, kesimpulan, serta display data (Daliman, 2014).

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep tahapan
penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Creswell (2015) yaitu: 1. Identifikasi
masalah, 2. Literature review, 3. Menentukan tujuan penelitian, 4. Pengumpulan
Data, 5. Analisis dan interpretasi data, dan 6. Pelaporan. Adapun teknik analisis
data yang digunakan adalah dengan metode triangulasi data, dimana seluruh data
penelitian yang diperoleh digabungkan menjadi satu, kemudian dilakukan
pengecekan berdasarkan sumber, waktu dan teknik yang dilakukan dalam
memperoleh data tersebut (Wijaya, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik Dalam Masyarakat

Pendidikan politik dalam masyarakat memainkan peran krusial dalam pembentukan
warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks politik.
Hidayah,Y, IstigomahA, Prasetyo,R,A, Arpannudin,l (2024) menyatakan jika
pendidikan politik dalam masyarakat memainkan peran krusial dalam pembentukan
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warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks politik. Dalam
konteks ini, Melalui pendidikan politik masyarakat dapat memahami sistem politik
yang ada, proses demokrasi, serta hak-hak politik dan sipil yang mereka miliki. Li
K, Jing M, Tao X, Duan Y. (2023) berpendapat jika dengan berkembangnya
masyarakat jaringan, kehidupan mahasiswa diselimuti oleh masyarakat jaringan,
dan semakin banyak saluran bagi mereka untuk menghubungi berbagai macam
informasi, yang membawa tantangan baru bagi perilaku ideologis dan ideologis
mereka.

Selain sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik, pendidikan politik
juga berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan kritis dan
analitis dalam masyarakat. Eko Handoyo dan Puji Lestari (2017) menyatakan jika
pendidikan politik untuk membina kemampuan seorang individu untuk
mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan
kedudukannya sebagai warga negara. Dengan memahami berbagai perspektif
politik dan belajar untuk mengevaluasi informasi dengan kritis, masyarakat dapat
menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam memperjuangkan kepentingan
mereka. Pendidikan politik membantu mengembangkan kemampuan untuk berpikir
secara mandiri, membuat keputusan yang informasional, dan berpartisipasi dalam
dialog yang konstruktif tentang masalah-masalah politik yang relevan.

Selanjutnya, pendidikan politik berperan dalam membangun keberagaman dan
inklusi dalam masyarakat. Mirshak, N. (2020) berpendapat jika pendidikan politik
di masyarakat sipil mengembangkan kerangka yang bersifat lebih terselubung.
Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai perspektif
politik dan budaya, pendidikan politik membantu mengurangi ketegangan antar
kelompok dan memperkuat hubungan antar-etnis serta antar-agama dalam
masyarakat. Ini membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih harmonis
dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi semua kelompok dalam masyarakat.

Pendidikan politik berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi secara
keseluruhan. Zavala, M., & Henning, N. (2021) menyatakan proyek pendidikan
politik harus dipahami secara relasional bahwa “guru sebagai pengorganisir
masyarakat” adalah paradigma yang penting dan muncul dalam pendidikan guru
yang berkeadilan sosial. Dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat,
pendidikan politik membantu memperkuat lembaga-lembaga demokratis,
memperluas ruang partisipasi publik, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Ini
penting untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan
berkeadilan, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan kepentingan bersama
dan dengan pertimbangan yang baik atas hak-hak serta aspirasi semua warga.

Teknologi Informasi Sebagai Media Berpolitik

Teknologi informasi telah mengubah lanskap politik secara signifikan dengan
memperluas akses informasi dan memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan
masyarakat. Gao H-W. (2023) menyatakan jika munculnya era Internet telah
membawa perubahan besar pada cara hidup dan bekerja masyarakat, dan
kenyamanan serta efisiensinya telah mendorong pesatnya perkembangan
masyarakat. Karena itulah, teknologi informasi memberikan kesempatan bagi
masyarakat untuk mengakses informasi politik secara lebih cepat dan mudah.
Dengan adanya internet dan media sosial, individu dapat dengan mudah mengakses
berita, riset, dan analisis politik dari berbagai sumber. Hal ini memungkinkan
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masyarakat untuk menjadi lebih terinformasi tentang isu-isu politik yang relevan
dan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik.

Teknologi informasi memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat
melalui platform daring. Yuen, T. W. W., & Leung, Y. W. (2009). menyatakan jika
Isu-isu kontroversial membantu pemahaman tentang kompleksitas pendidikan
politik di satu sisi, dan memberikan rekomendasi praktis bagi para pendidik yang
bekerja di bidang pendidikan politik di sisi lain. Pemerintah dapat menggunakan
media sosial dan situs web resmi untuk berkomunikasi dengan warganya,
menyampaikan kebijakan publik, dan mendengarkan umpan balik dari masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat juga dapat menggunakan teknologi informasi untuk
menyampaikan aspirasi, keluhan, atau dukungan kepada pemerintah secara
langsung. Ini menciptakan saluran komunikasi yang lebih terbuka dan transparan
antara pemerintah dan warga negara.

Teknologi informasi memungkinkan adanya ruang untuk diskusi dan debat
politik di platform daring. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan forum daring
memungkinkan individu untuk berbagi pandangan mereka tentang berbagai isu
politik, berdiskusi dengan orang lain, dan membangun jejaring dengan mereka yang
memiliki minat politik yang sama. Ribeiro, N., Malafaia, C., & Ferreira, T. (2023)
menyatakan jika perdebatan tentang apakah usia dalam diskusi dan debat politik
menyadari pentingnya bidang ini dalam kurikulum sekolah. Hal ini menciptakan
ruang publik yang lebih inklusif dan memungkinkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam dialog politik.

Berdasarkan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Sosial dan Politik
(CSPE), penekanan yang lebih besar pada kewarganegaraan yang partisipatif dan
berorientasi pada keadilan selaras dengan kewarganegaraan partisipatif (O’Brien,
G,2023). Dalam teknologi informasi sebagai media berpolitik, Perlu diingat bahwa
penggunaan teknologi informasi dalam politik juga membawa tantangan, seperti
penyebaran informasi yang tidak benar atau disinformasi, privasi yang rentan, dan
potensi polarisasi opini. Oleh karena itu, sementara teknologi informasi dapat
menjadi alat yang powerful dalam mendukung pendidikan politik dan partisipasi
masyarakat, perlu ada upaya yang berkelanjutan untuk memitigasi risiko-risiko ini
dan memastikan bahwa akses dan penggunaan teknologi informasi dalam politik
berlangsung dengan adil, aman, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan, dapa disimpulkan jika peranan sosial media
dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dapat melibatkan
masyarakat sebagai objek utamanya, dan di era digital saat ini, masyarakat dapat
berpartisipasi dalam politik melalui berbagai cara, terutama melalui media
teknologi. Selain itu, sosial media memiliki peran yang signifikan dalam
memberikan pendidikan politik secara langsung dan positif kepada masyarakat di
Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah
dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya dalam memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat melalui sosial media. Ini dapat dilakukan dengan
menyediakan konten yang informatif, edukatif, dan mudah diakses tentang isu-isu
politik yang relevan.
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